GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 677 /KPTS/BPKAD/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang :

Mengingat

4.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satunya yaitu
Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah;

.bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun yang melakukan
penatausahaan, pelaporan, pelaksanaan dan pembinaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Penyusunan laporan Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi
Sumatera Selatan;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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KEEMPAT : Begala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada_ tanggal 24 Novemher 2020
GUBERNUR SUMATERA SEI.ATAN,‘L

/ H. HERMAN DERU

Tembusgan :

1. Menteri Keuangan Rl c.q Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.

3. Anggota Tim Penyusun di Palembang. .







